BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Penelitian
Dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual diseluruh Indonesia, mutlak perlu dilaksanakannya pembangunan disegala bidang. Pembangunan merupakan salah satu usaha untuk pencapaian tingkat hidup lebih tinggi dengan mendayagunakan, memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan meningkatnya kegiatan pemerintah sejalan lajunya pembangunan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dibutuhkan dana guna pembiayaan pembangunan.

Pembangunan yang sedang berjalan di Indonesia ini sangat memerlukan partisipasi dari rakyat. Pajak sangat erat hubungannya dengan pembangunan nasional dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan. Dengan adanya ketetapan peraturan perpajakan, maka pajak telah memberikan prestasi yang cukup baik dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sistem dan prosedur perpajakan meningkatkan pendapatan negara yang terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi. 

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab terus ditingkatkan melalui peningkatan motivasi, penerangan, penyuluhan, pendidikan serta langkah keteladanan. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai kewajiban warga negara perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan aparatur negara kepada pembayaran pajak, serta dengan penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan yang baru ini, pemerintah menerapkan sistem baru dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dikenal dengan nama Self Assessment System. Sistem ini merupakan pembahasan dari sistem lama yaitu Official Assessment System, dimana aparatur perpajakan yang menentukan besarnya pajak terhutang bagi wajib pajak. 

Dengan Self Assessment System memungkinkan wajib pajak menentukan besarnya pajak terhutang dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak terhutang dan yang telah dibayar, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dan diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihindari sejalan dengan harapan tersebut, wewenang Direktorat Jendral Pajak yang bersifat administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai salah satu jenis penerimaan pajak yang merupakan sarana perwujudan pembiayaan pembangunan negara, sehingga pengenaannyapun harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan Self Assessment System tersebut. Kewajiban wajib pajak penghasilan pasal 21 adalah memotong dan menyetorkan pajak, serta melaporkan pemotongan dan penyetoran tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk kemudian dilaksanakan Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan pajak, yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak didasarkan pada Pedoman Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Pedoman Pelaporan Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menunjang pengendalian intern. Agar proses pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak PPh Pasal 21 berjalan dengan baik dan Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan pengawasan secara optimal, maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang efektif oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain, entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a) keandalan pelaporan keuangan, b) efektifitas dan efisiensi, dan c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selain tujuan diatas pengendalian juga harus mempunyai unsur-unsur yang dapat meningkatkan kemungkinan dipercayanya data pemeriksaan, serta tindakan pengamanan setiap dokumen pembayaran pada Kantor Pelayanan Pajak. 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pengendalian intern, yaitu: lingkungan pengendalian, penetapan resiko, informasi dan komunikasi akuntansi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dititkberatkan pada bagaimana kantor pajak meneliti penerimaan pajak pegawai-pegawai perusahaan, tetapi adakalanya wajib pajak PPh Pasal 21 terlambat atau sama sekali tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka dengan demikian Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang akan mengenakan sanksi. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut: “Peranan Pemeriksaan Pajak Dalam Menunjang Pengendalian Intern Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21”. ( Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees ).

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

2.  Bagaimana Pelaksanaan Pengendalian Intern Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

3.  Seberapa Besar Peranan Pemeriksaan Pajak Dalam Menunjang Pengendalian Intern Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui data yang sebenarnya dan objektif mengenai Peranan Pemeriksaan Pajak Dalam Menunjang Pengendalian Intern Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.3.2 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian intern pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

3. Untuk mengetahui seberapa besar peranan pemeriksaan pajak dalam menunjang pengendalian intern pajak penghasilan (PPh) pasal 21pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, adapun kegunaan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis 


Penelitian ini akan memberikan wawasan berkaitan dengan peranan pemeriksaan pajak dalam menunjang pengendalian intern pajak penghasilan (PPh) pasal 21, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai fakta dari lapangan dengan teori yang telah dipelajari.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak


Sebagai bahan masukan berkaitan dengan peranan pemeriksaan pajak dalam menunjang pengendalian intern pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

3.
Bagi Peneliti Selanjutnya. 


Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan, sebagai bahan referensi dan tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya tentang pemeriksaan pajak dalam menunjang pengendalian intern pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu lembaga keuangan dan sebagai suatu sub sistem ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian tersebut dapat tetap berjalan, maka salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yaitu berasal dari masyarakat melalui pemungutan pajak dan atau dari sumber lainnya. Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang saat ini sangat diandalkan, maka diperlukan suatu sistem kerja yang sangat baik guna menunjang penerimaan dimaksud. 

Disamping sistem kerja yang baik diperlukan pula suatu bentuk pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan dalam rangka menunjang pengendalian intern pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dititkberatkan pada bagaimana kantor pajak meneliti penerimaan pajak pegawai-pegawai perusahaan. Struktur suatu organisasi instansi perpajakan dibentuk dan dikembangkan berdasarkan apa yang akan dilaksanakan. Misi utama dari instansi perpajakan adalah menciptakan suatu keputusan dan kesadaran bagi masyarakat untuk membayar pajak. Suatu hal yang dapat dipastikan, bahwa kesadaran membayar pajak tergantung kepada masalah-masalah teknis menyangkut metode-metode pemungutan. 

Cara Pemeriksaan atau Penghitungan disebut sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-undang Perpajakan, disamping itu tergantung kepada kesadaran Wajib Pajak tersebut dalam mematuhi Undang-undang Perpajakan. Kesadaran akan kepatuhan pada undang-undang wajib pajak dan aparat perpajakan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, sehingga mereka memerlukan Pemeriksaan Pajak untuk mengetahui masalah-masalah yang mungkin timbul. Pencapaian tingkat kesadaran membayar pajak dan keyakinan akan tindakan yang adil dari pada petugas pajak, sama pentingnya dengan peningkatan daya guna pemungutan pajak atau menemukan dan mengkoreksi kesalahan, serta pelaksanaan undang-undang pajak dan kesalahan lainnya yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Wajib Pajak.

Pemeriksaan adalah suatu proses perbandingan antara kondisi pada kenyataan yang ada atau melakukan pada objek dan kriteria yang dapat disamakan dengan tolak ukur. Sedangkan pengertian dari pemeriksaan itu sendiri, menurut pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana beberapa kali dan yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2000 : 391)

Pemeriksaan ini dilakukan karena terdapat kecurigaan dari fiskus terhadap kebenaran laporan surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak, karena surat pemberitahuan ini merupakan suatu sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang akan dilaksanakan sendiri dalam tahun pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.545/KMK.04/2000 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

“Pelaksanaan pemeriksaan pajak didasarkan pada Pedoman Pemeriksaan Pajak, meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Pedoman Pelaporan Pemeriksaan pajak.“

(2000 : 398)

Berdasarkan Pedoman Pemeriksaan Pajak diatas mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. 
Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

a. 
Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:

1) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;

2) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan dan obyektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;

3) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama, serta memberikan gambaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang Wajib Pajak.

b. 
Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

2.
Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan seksama;

b. Luas Pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;

c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat, dan berlandaskan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

3.   Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;

b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:

1) Berbagai faktor perbandingan;

2) Nilai absolut dari penyimpangan;

3) Sifat dari penyimpangan;

4) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;

5) Pengaruh penyimpangan;

6) Hubungan dengan permasalahan lainnya.

c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

Sedangkan Pemeriksa Pajak menurut pasal 1 ayat (6) Keputusan Menteri Keuangan No.545./KMK.04/2000, yaitu:

“Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktur Jendral Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan Pajak.“

(2000 : 391)

Keterampilan Pemeriksa Pajak yaitu orang yang telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, juga bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang Wajib Pajak. 

Menurut Mardiasmo pada buku Perpajakan, sasaran pemeriksaan pajak dilakukan adalah mencari adanya:

“1.   
Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.


  2.   
Kesalahan Hitungan.


  3.   
Penggelapan secara khusus dari penghasilan.


  4.
Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.“

(2003 : 34)
Berikut ini penjelasan Sasaran Pemeriksaan Pajak diatas:

1.
Pemeriksa Pajak memeriksa Surat Pemberitahuan Wajib Pajak agar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

2.
Pemeriksa Pajak memeriksa Surat Pemberitahuan agar Wajib Pajak di dalam melakukan Pembayaran Pajak tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran.

3.
Pemeriksa Pajak memeriksa data-data keuangan Wajib Pajak secara keseluruhan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang penghasilan Wajib Pajak.

4.
Pemeriksa Pajak memeriksa Surat Pemberitahuan Wajib Pajak agar pembayaran pajak yang dilaporkan sudah benar dan tepat.

Pemeriksaan dilaksanakan karena tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran baik oleh Wajib Pajak maupun pihak Pegawai Pajak (fiskus). Maka dari itu diperlukan suatu Pengawasan Pengendalian Intern yang memadai dilingkungan Kantor Pajak, temuan-temuan dari Pemeriksaan Pajak yang telah dilakukan harus ditindaklanjuti dengan cara melakukan Pengendalian Intern dari semua petugas pajak dan pengenaan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu, sanksi perpajakan baik secara administratif dan maupun pidana harus diterapkan secara adil dan konsisten sehingga mampu memaksa masyarakat untuk memenuhi peraturan yang ada dan pada akhirnya Pengendalian Intern Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 akan sangat diperlukan pada Kantor Pelayanan Pajak.

Pengendalian intern merupakan suatu alat pengendalian di dalam melaksanakan aktivitas pada Kantor Pelayanan Pajak. Pengertian Pengendalian Intern menurut AICPA (American Institute Of Certified Public Accountings) yang dikutip oleh Barry E. Cushing and Marshall B. Romney, yaitu:

“Internal control comprites then plan of organization and all of coordinate methods and measures adopted with in a business of safeguard its asset, check the accuracy and realiability of its accounting data, promote operational efficiency, and encourage adherence to prescribed managerial police.“


(1994 : 528)

Kemudian diterjemahkan oleh La Midjan Azhar Susanto, yaitu:

“Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi dan segala cara-cara serta tindakan-tindakan dalam suatu perusahaan yang saling dikoordinasikan yang dimaksudkan untuk mengamankan hartanya, meningkatkan efisiensi operasinya serta mendorong ketaatan kepada kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh pemimpin perusahaan.“
(2001 : 58)
Pengendalian intern menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Pernyataan Auditing No. 69 pada “Standar Profesional Akuntan Publik“:

“Adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain, entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a) keandalan pelaporan keuangan, b) efektifitas dan efisiensi, dan c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

(2001 : 319,2)
Dalam pengertian diatas, perusahaan dianggap sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan negara. Jelas bahwa Pengendalian Intern mempunyai tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang laporan keuangan yang disajikan secara umum untuk memberikan keyakinan secara wajar sesuai Prinsip Akuntansi di Indonesia.

Selanjutnya Mulyadi menyebutkan bahwa suatu Pengendalian Intern yang baik harus mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

“1.
Keandalan pelaporan keuangan.

  2.
Mendorong efisiensi dan efektifitas Operasional.

  3.
Ketaatan kepada hukum dan peraturan.”


(2002 : 180)

Berikut penjelasan dari Tujuan diatas:

1.
Wajib Pajak bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi pemeriksa pajak, serta mempunyai kewajiban hukum dan professional untuk menjamin bahwa informasi yang tersedia telah disiapkan sesuai Standar Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

2.
Pengendalian bagi Wajib Pajak adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif.

3.
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum dan peraturan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Selain dari tujuan yang disebut diatas pengendalian juga harus mempunyai unsur-unsur yang dapat meningkatkan kemungkinan dipercayanya data pemeriksaan, serta tindakan pengamanan setiap dokumen pembayaran pada Kantor Pelayanan Pajak. Menurut Arens & Loebbecke dalam bukunya Auditing yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf mengemukakan unsur-unsur pengendalian intern, yaitu:

 “1.   Lingkungan Pengendalian.

   2.   Penetapan Resiko.

   3.   Informasi dan Komunikasi Akuntansi.

   4.   Aktivitas Pengendalian.

   5.   Pemantauan.“

(2000 : 261)
Berikut penjelasan dari Unsur-Unsur diatas:

1.
Sub komponen dari lingkungan pengendalian:

a. Integritas dan nilai-nilai etika, adalah produk dari standar etika dan perilaku, bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan.

b. Komitmen terhadap kompetensi, meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan.

c. Falsafah Manajemen dan Gaya Operasi, manajemen melalui aktivitasnya, memberikan tanda yang jelas kepada pegawai tentang pentingnya pengendalian.

d. Struktur Organisasi, perusahaan membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada, menghubungkan garis arus komunikasi.

e. Dewan Komisaris atau Komite Audit, Dewan Komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggota-anggotanya aktif menilai aktivitas manajemen. Agar efektif komite audit harus memelihara komunikasi baik dengan auditor intern atau audit ekstern.

f. Pelimpahan Wewenang dan Tanggung jawab, mencakup pentingnya pengendalian, organisasi formal, rencana operasi, deskripsi tugas pegawai, dokumen kebijakan perbedaan kepentingan dan kode etik perilaku formal.

g. Kebijakan dan Prosedur Kepegawaian, pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya penting dalam menyediakan pengendalian yang efektif.

2.
Instansi pemerintah mempekerjakan pegawai melalui perekrutan, pewawancaraan, pengujian dan seleksi yang diteliti, serta melakukan penilaian kinerja secara berkala.

3.
Adanya keharusan mengecek data kebenaran formal data masukan keluaran, serta pengalihan potensi pajak dengan mencari data identitas Wajib Pajak.

4.
Tiap pegawai harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan bertanggung jawab pada bidang pekerjaanya saja.

5.
Pemeriksaan intern harus selalu dilakukan pada semua bidang yang terkait secara periodik, agar dapat ditentukan adanya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan, sehingga pemeriksaan dilakukan dengan semestinya.

Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peranan Pemeriksaan Pajak Dalam Menunjang Pengendalian Intern Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan penulis menarik hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

“Jika Pemeriksaan Pajak dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Umum Perundang-undangan Perpajakan, maka Pengendalian Intern Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat dilaksanakan secara memadai.“

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran diatas dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut:



















Gambar 1.1

Kerangka pemikiran yang menunjang keterkaitan antar konsep

1.6  Tempat & Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karees yang beralamat di Jalan H. Ibrahim Adjie No.372 Bandung  40275.

Waktu yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini dimulai pada bulan April 2006 sampai dengan bulan Juli 2006.
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Hipotesis:


“Jika Pemeriksaan Pajak dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Umum Perundang-Uundangan Perpajakan,maka Pengendalian Intern Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat dilaksanakan secara memadai.“








Judul:


“ Peranan Pemeriksaan Pajak Dalam Menunjang Pengendalian Intern Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.“








